kelalaian ataupun kesalahan dalam pengurusannya yang menyebabkan
industri jadi pailit. Pengelola industri harus melaksanakan kepengurusan
industri dengan itikad baik, bila melanggar syarat peraturan perundang-
undangan yang berlaku hingga bisa dimohon pertanggungjawaban secara
individu Dalam kepailitan, bila pegelola industri mau ikut dan dimohon
pertanggungjawaban secara individu dalam pembayaran hutang perseroan,
hingga bisa dicoba gugatan lain- lain oleh kurator serta pengelola industri
bisa terlepas dari pertanggungjawaban individu bila dia bisa meyakinkan
kalau dia tidak bersalah maupun lalai dalam pengurusan perseroan.
B. Saran
Bersumber pada hasil riset yang sudah dipaparkan lebih dahulu hingga ada
sebagian anjuran yang bisa digunakan selaku masukan ataupun saran ialah selaku
berikut:

1. Sebaiknya pemerintah merevisi Undang-Undang kepailitan serta Undang-
Undang proteksi konsumen supaya hak-hak konsumen lebih terjamin dalam
permasalahan kepailitan pelakon usaha. Karena ketentuan dikala ini
cakupannya masih luas serta tidak terdapat kekhususan dari kasus tersebut
yang menimbulkan konsumen jadi pihak yang dirugikan atas kepailitan
pelakon usaha.

2. Developer sebagai pelakon usaha dalam melaksanakan aktivitas usahanya
harus menepati prestasi yang sepatutnya diberikan kepada konsumen, dan
pengelola industri semacam direksi serta dewan komisaris sebagai yang
melaksanakan serta mengawasi jalannya perseroan terbatas hendaknya dalam
bersumber pada itikad baik buat menjauhi terbentuknya kerugian yang bisa

ditimbulkan setelah itu hari.
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